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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ 

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik 

dan untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional yang terarah dan berkelanjutan sesuai ketentuan 

Pasal 1 huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 

tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Road Map 

Reformasi Birokrasi 2020-2024 Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 
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Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand 

Design Reformasi Birokrasi 2010–2025; 

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang 

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108); 

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83); 

6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan 

Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 84); 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road 

Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441); 

8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985); 

9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan 

Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986); 

10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 27 Tahun 2020 tentang 

Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1792); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA 

BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG ROAD MAP 

REFORMASI BIROKRASI 2020-2024. 

 

Pasal 1  

(1) Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 merupakan 

bentuk pelaksanaan Grand Design Reformasi Birokrasi 

dan rencana program Reformasi Birokrasi Kementerian 

Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 

selama 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. 

(2) Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 2  

Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, digunakan sebagai 

pedoman bagi: 

a. seluruh tim Reformasi Birokrasi Kementerian Agraria dan 

Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk 

menetapkan dan menjalankan program Reformasi 

Birokrasi Kementerian; dan 

b. seluruh unit kerja di Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam menyusun 

rencana aksi/rencana kerja dan menjalankan program 

Reformasi Birokrasi. 

 

Pasal 3  

(1) Dalam rangka tindak lanjut Road Map Reformasi 

Birokrasi 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1, Pimpinan Unit Eselon I Kementerian Agraria dan 

Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menetapkan 

Rencana Kerja Reformasi Birokrasi 2020-2024 di 

masing-masing unit Eselon I. 

(2) Pimpinan Unit Eselon I melakukan monitoring dan 

evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja sebagaimana 
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dimaksud pada ayat (1), dan memastikan hasil evaluasi 

telah ditindaklanjuti. 

(3) Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana 

Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan 

tiap akhir tahun kepada Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. 

 

Pasal 4  

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 21 Juli 2021 

  

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ 

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd. 

 

SOFYAN A. DJALIL 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal,22 Juli 2021 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

BENNY RIYANTO 
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